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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Diplomat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri 

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 

4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 

SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 

www.peraturan.go.id



2019, No.1049 -2- 

2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); 

5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 126); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2.  Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3.  Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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4.  Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi 

dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan 

perwakilan Republik Indonesia. 

5.  Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut 

Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan 

luar negeri. 

6.  Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi representing, 

negotiating, protecting, promoting, reporting, dan 

managing.  

7.  Representing adalah melakukan kegiatan untuk dan atas 

nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam 

hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi 

internasional di dalam dan di luar negeri. 

8.  Negotiating adalah melakukan kegiatan memperjuangkan 

kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia 

melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan 

negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam 

dan di luar negeri. 

9.  Protecting adalah melindungi kepentingan negara dan 

pemerintah, warga negara, dan badan hukum Indonesia 

di dalam dan di luar negeri. 

10. Promoting adalah melakukan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah 

Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau 

organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di 

segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan 

nasional. 

11. Reporting adalah menyampaikan informasi hasil 

pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang 

politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya 

dalam kerangka hubungan dengan negara asing 

dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar 

negeri. 
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12. Managing adalah melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan 

pengawasan sumber daya secara efektif untuk 

pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di 

Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik 

Indonesia. 

13. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang 

menyangkut aspek regional dan internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, 

atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan 

usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. 

14. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan 

konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili 

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan 

pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di 

negara penerima atau pada organisasi internasional. 

15. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada 

perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Organisasi Internasional adalah organisasi 

antarpemerintah. 

17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat yang 

selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk 

dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan 

bertugas untuk menilai kinerja Diplomat. 

18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Diplomat dalam rangka pembinaan 

karier yang bersangkutan. 
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20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai 

salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 

21. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 

yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang 

harus diisi oleh Diplomat dalam rangka penetapan Angka 

Kredit. 

22. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK 

adalah formulir yang berisi keterangan perorangan 

Diplomat dan satuan nilai dari hasil penilaian butir 

kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan 

yang telah dicapai oleh Diplomat dan telah ditetapkan 

oleh pejabat penetap Angka Kredit. 

23. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat 

HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan 

perorangan Diplomat dan satuan nilai dari hasil penilaian 

butir kegiatan yang telah dicapai oleh Diplomat, namun 

belum memenuhi syarat untuk kenaikan 

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 

24. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk 

oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, 

untuk membantu tim penilai utama dan tim penilai 

madya dalam melakukan pengadministrasian Angka 

Kredit Diplomat. 

25. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan 

diri Diplomat melalui pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan 

profesionalisme agar menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi Diplomasi. 

26. Penugasan Khusus Diplomat adalah penugasan Diplomat 

untuk melaksanakan tugas jabatan Diplomasi secara 

khusus di tempat tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu. 

27. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di 

lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh 

pejabat pimpinan tinggi madya. 
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